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2.1 Landasan Teori
Respon, dalam pengertian kamus besar bahasa Indonesia, merujuk pada respons, reaksi, dan
jawaban terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Dalam konteks politik, Marbun
menjelaskan bahwa respon adalah bentuk tanggapan, reaksi, dan jawaban terhadap suatu
tindakan atau peristiwa. Respon ini merupakan hasil dari interaksi antara berbagai faktor
eksternal seperti objek dan orang-orang, serta faktor internal seperti sikap, pengalaman masa
lalu, dan emosi. Menurut Djalaludin Rakhmat dalam (Maknolia & Hidayat, 2020) konsep
respon mencakup segala bentuk kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisme
sebagai tanggapan terhadap rangsangan atau perangsang. Penting untuk dicatat bahwa respon
ini tidak selalu berarti gerakan positif, melainkan mencakup berbagai jenis aktivitas yang
dipicu oleh rangsangan tertentu. Secara umum, respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai
hasil atau kesan yang diperoleh dari pengamatan suatu subjek, peristiwa, atau hubungan-
hubungannya. Informasi ini diperoleh melalui proses pengamatan, penyimpulan, dan
interpretasi pesan-pesan yang. Dalam pemahaman Djalaludin Rakhmat, respon tidak terbatas
pada tindakan fisik atau gerakan positif saja. la mencakup beragam jenis aktivitas yang
muncul sebagai tanggapan terhadap stimulus atau perangsang, yang kemudian membentuk
pemahaman atau kesan yang lebih dalam tentang subjek atau situasi yang diamati. Sebagai
contoh, respon bisa berupa reaksi fisik, respons emosional, atau bahkan proses pemikiran dan
penilaian yang kompleks. Dalam konteks ini, respon adalah cara organisme berinteraksi

dengan lingkungannya dan menghasilkan pemahaman tentang apa yang terjadi di sekitarnya.



Kebijakan berasal dari kata policy dalam bahasa Inggris dan memiliki akar etimologi dari
kata Yunani "polis" yang berarti kota, dapat dijelaskan sebagai suatu gagasan formal untuk
mengatur organisasi yang diterima secara bersama-sama oleh pemerintah atau lembaga.
Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Secara lebih rinci Ramdhani dalam
(MY & Anggraini, 2021) mengartikan kebijakan sebagai serangkaian rencana, program,
aktivitas, keputusan, dan sikap yang diambil oleh berbagai pihak sebagai langkah-langkah
untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kebijakan ini dapat berasal dari individu atau
kelompok yang merancang sejumlah program, aktivitas, atau tindakan dengan tujuan
tertentu. Selanjutnya, kebijakan tersebut akan diterapkan dan dilaksanakan oleh pihak terkait
untuk mengatasi masalah spesifik yang dihadapi. Penting untuk dicatat bahwa penetapan
kebijakan adalah faktor yang sangat krusial dalam upaya mencapai tujuan sebuah organisasi.
Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman formal yang membantu dalam mengatur berbagai
aspek organisasi dan membantu dalam memecahkan permasalahan yang muncul.

Dalam konteks kampus, pengertian kebijakan mengacu pada aturan atau pedoman yang
dibuat oleh pihak kampus untuk mengatur berbagai aspek kehidupan dan aktivitas di
lingkungan kampus (Rochana & at.al, 2021). Kebijakan kampus ini adalah seperangkat
rencana dan keputusan formal yang disepakati oleh pihak-pihak yang berwenang di
universitas atau institusi pendidikan. Tujuan dari kebijakan kampus adalah untuk mencapai
berbagai tujuan tertentu, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, menjaga tata tertib
kampus, atau mengatur penggunaan fasilitas kampus. Kebijakan kampus dapat berupa
berbagai hal, seperti kebijakan akademik yang mengatur kurikulum, penilaian, atau kebijakan
penerimaan mahasiswa. Selain itu, terdapat juga kebijakan terkait etika dan kode perilaku di
lingkungan kampus, serta kebijakan terkait fasilitas dan pengelolaan sumber daya kampus
(Ningrum & at.al, 2018).

Dasar perilaku organisasi menjadi relevan dalam memahami respon mahasiswa terhadap
kebijakan penutupan jalan alternatif oleh pihak kampus. Robbins (2006) yang dikutip oleh
(Widyanti, 2019) mendefinisikan perilaku organisasi sebagai bidang studi yang
menginvestigasi dampak individu, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi
dengan tujuan untuk meningkatkan keefektifan organisasi. Dalam hal ini, individu

(mahasiswa), kelompok (mahasiswa sebagai komunitas akademik), dan organisasi formal



(kampus) berinteraksi dalam konteks kebijakan kampus. Konsep ini menjadi landasan
teoretis yang relevan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi respon mahasiswa
terhadap kebijakan penutupan jalan alternatif, yang selanjutnya dapat memberikan
pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika perilaku organisasi di lingkungan
kampus yang spesifik.

Menurut (Pasolong, 2023) Pengambilan keputusan adalah tahapan krusial dalam manajemen
dan proses pembuatan keputusan yang memerlukan analisis dan pertimbangan yang cermat.
Sebagaimana didefinisikan, ini adalah proses sistematis dalam memilih alternatif terbaik dari
berbagai pilihan yang ada, baik untuk mencapai tujuan tertentu maupun sebagai langkah
pemecahan masalah. Sehingga dalam permasalahan ini teori evaluasi masih relevan.

Dalam (Hajaroh, 2018) peran teori evaluasi, terutama dalam cabangnya yang berkaitan
dengan "penggunaan,” memiliki peran penting dalam konteks pengambilan keputusan terkait
kebijakan alternatif yang ada, terutama dalam lingkup pendidikan tinggi di mana respon
mahasiswa memegang peran kunci. Dalam proses evaluasi ini, informasi yang diperoleh dari
respon mahasiswa terhadap kebijakan menjadi bagian integral dari data yang dianalisis. Teori
evaluasi memandang bahwa pengambilan keputusan kebijakan yang efektif harus didasarkan
pada bukti empiris dan pemahaman yang sistematis tentang dampak kebijakan tersebut.
Dengan mempertimbangkan respon mahasiswa sebagai salah satu bentuk bukti empiris,
pengambilan keputusan mengenai keberlanjutan kebijakan alternatif dapat dipandu oleh
informasi yang relevan ini. Hal tersebut memungkinkan pihak kampus untuk memilih
alternatif kebijakan yang paling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk
mahasiswa. Dengan demikian, teori evaluasi memainkan peran penting dalam memastikan
bahwa kebijakan alternatif yang diambil didasarkan pada pemahaman yang kuat dan relevan
tentang bagaimana respon mahasiswa memengaruhi kebijakan tersebut dan apakah kebijakan
tersebut layak dipertahankan atau diperbaiki. Dalam konteks ini, teori evaluasi membantu
dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan tinggi berorientasi pada bukti dan

memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh komunitas kampus.



2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik ini telah dilakukan oleh peneliti

lain sebagao berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Setiono & at.al, 2021) penelitian tersebut menggunakan
metode kuantitatif dengan fokus pada evaluasi pengaruh positif respons mahasiswa
terhadap kebijakan pembelajaran daring di Prodi PGSD FKIP Universitas Bengkulu.
Lebih khusus, penelitian tersebut mengeksplorasi bagaimana respons positif dari
mahasiswa, yang mencakup kemampuan belajar mandiri dan keterampilan berinteraksi
dengan teknologi dalam konteks pembelajaran daring dapat mendukung kelangsungan
dan keberhasilan implementasi pembelajaran daring di Prodi PGSD FKIP Universitas
Bengkulu. Penelitian ini juga mencari pemahaman lebih lanjut tentang faktor-faktor yang
berkontribusi pada respons positif mahasiswa terhadap kebijakan ini dan bagaimana
respons tersebut dapat memengaruhi pengambilan keputusan dan perubahan kebijakan di
masa depan. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana respons
mahasiswa dapat memengaruhi implementasi kebijakan di lingkungan perguruan tinggi.
Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa respons positif mahasiswa terhadap
kebijakan dapat mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Naniopoulos & at.al, 2017) menghasilkan perlunya
merancang ulang ruang terbuka di kampus Universitas Aristoteles Thessaloniki, termasuk
mengubah penggunaan ruang parkir yang sudah ada, memastikan aksesibilitas untuk
penyandang disabilitas, dan membebaskan ruang terbuka untuk keperluan pelajar,
karyawan, pejalan kaki, dan pengendara sepeda. Penelitian ini mengeksplorasi
penggunaan zona woonerf sebagai solusi potensial untuk menciptakan ruang terbuka
yang lebih aman dan ramah lingkungan di kampusPenelitian ini berfokus pada
pentingnya restrukturisasi ruang terbuka, termasuk pengalihan fungsi ruang parkir yang
telah ada, untuk memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta
membebaskan ruang tersebut agar dapat digunakan oleh berbagai pihak, termasuk
mahasiswa, karyawan, pejalan kaki, dan pengendara sepeda. Hasil dari penelitian ini
menyatakan bahwa respon mahasiswa bukan hanya sekadar reaksi subjektif, tetapi juga
dapat memengaruhi kebijakan kampus secara lebih luas. Mahasiswa, sebagai bagian

integral dari komunitas kampus, memiliki potensi untuk memengaruhi proses



pengambilan keputusan atau perubahan kebijakan jika respons mereka terhadap
perubahan tersebut dapat diorganisir dengan baik. Dengan demikian, penelitian ini
menyoroti pentingnya memahami dan mengelola respons mahasiswa terhadap perubahan
kebijakan kampus dalam upaya untuk mencapai hasil yang lebih positif atau mengarah
pada kebijakan yang lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka.

. Penelitian (Aji & Puspitasari, 2022) yang berfokus pada respons masyarakat terhadap
kebijakan publik dan menyoroti pentingnya kejelasan serta manfaat praktis dalam
mendapatkan dukungan dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat.
Penelitian ini menghasilkan respon masyarakat terhadap kebijakan cenderung positif jika
ada kejelasan dan manfaat praktis yang jelas dari kebijakan tersebut. Kebijakan yang
disertai dengan informasi yang jelas dan dapat memberikan manfaat yang konkret kepada
masyarakat cenderung lebih berhasil dalam mendapatkan dukungan dan kepatuhan dari
masyarakat. Selain itu, proses evaluasi dan perbaikan kebijakan juga dapat meningkatkan
tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Jadi, kejelasan dan manfaat
praktis adalah faktor-faktor kunci yang dapat memengaruhi respons positif masyarakat
terhadap kebijakan publik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang
jelas dan memberikan manfaat yang konkret kepada masyarakat cenderung lebih berhasil
dalam mendapatkan dukungan dan kepatuhan. Ini mengarah pada pemahaman bahwa
ketika perubahan kebijakan di kampus disertai dengan informasi yang jelas tentang
tujuannya dan manfaat praktis yang akan diperoleh oleh mahasiswa, maka kemungkinan
besar respon mahasiswa akan lebih positif. Sehingga betapa pentingnya
mengkomunikasikan perubahan kebijakan dengan jelas kepada mahasiswa dan menyoroti
manfaat praktis yang dapat mereka nikmati dari perubahan kebijakan.

. Penelitian yang dilakukan oleh (INDRIANI, 2018) berfokus pada kompleksitas respons
masyarakat terhadap kebijakan publik. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor
kunci yang memengaruhi respons masyarakat terhadap kebijakan, termasuk
ketidakpatuhan hukum, pandangan masyarakat yang kurang positif terhadap kebijakan,
dominasi kepentingan tertentu, ketidakpastian hukum, dan tantangan mengubah
kebiasaan masyarakat. Studi ini menyoroti pentingnya memahami dinamika di balik
respons masyarakat terhadap kebijakan dan bagaimana faktor-faktor tersebut saling

berinteraksi. Hasil penelitian tersebut juga menekankan pentingnya memahami peran



kelompok-kelompok kepentingan dalam membentuk respon masyarakat terhadap
kebijakan. Selain itu, kesadaran akan ketidakpatuhan hukum dan peran pandangan
masyarakat dalam implementasi kebijakan menunjukkan bahwa komunikasi efektif dan
edukasi kepada masyarakat memainkan peran kunci dalam meningkatkan pemahaman
dan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. Dengan demikian, studi literatur ini
memberikan wawasan Yyang relevan dalam konteks respons masyarakat terhadap
kebijakan dan dapat menjadi dasar yang kuat untuk penelitian lebih lanjut yang bertujuan
untuk memahami dan meningkatkan dukungan serta kepatuhan masyarakat terhadap
kebijakan yang diterapkan, termasuk dalam konteks penelitian yang fokus pada respon
mahasiswa terhadap perubahan kebijakan di kampus.

5. Penelitian yang dilakukan oleh (Ni’'mah, 2016) Dalam penelitian tersebut, ditemukan
bahwa jenis kebijakan yang melibatkan penutupan akses jalan di sekitar sekolah dapat
menghasilkan respons yang beragam dari masyarakat. Masyarakat yang setuju dengan
kebijakan tersebut melihatnya sebagai langkah untuk menciptakan lingkungan belajar
yang lebih aman dan tertib bagi peserta didik. Di sisi lain, masyarakat yang tidak setuju
mungkin merasa terganggu karena perubahan yang memengaruhi rutinitas mereka.
Penelitian tersebut memahami bagaimana kebijakan penutupan akses jalan di sekitar
sekolah memengaruhi interaksi antara pihak sekolah dan masyarakat. Penelitian tersebut
juga berusaha untuk menganalisis respons yang beragam dari masyarakat terhadap
kebijakan tersebut, dengan memperhatikan perspektif yang setuju dan tidak setuju. Selain
itu, penelitian ini menyoroti pentingnya komunikasi dan musyawarah dalam konteks
implementasi kebijakan tersebut, dan bagaimana hal tersebut dapat menjadi strategi
efektif untuk mengelola konflik dan perbedaan pandangan. Dengan demikian, fokus
penelitian tersebut adalah pada interaksi antara kebijakan penutupan jalan sekolah dan

respons serta interaksi masyarakat yang terlibat.

Studi literatur yang telah disebutkan menggambarkan berbagai penelitian terkait dengan respons
masyarakat atau mahasiswa terhadap kebijakan, baik dalam konteks pendidikan maupun
implementasi kebijakan publik. Hasil dari studi literatur ini menyajikan beragam temuan yang
memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian yang berfokus pada respon mahasiswa terhadap
perubahan kebijakan kampus. Terdapat beberapa kesimpulan penting yang dapat diambil dari

studi literatur ini:



1. Respons positif dari mahasiswa terhadap kebijakan dapat memiliki dampak positif pada
efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan. Respons mahasiswa yang mencakup
kemampuan belajar mandiri dan keterampilan berinteraksi dengan teknologi dalam
konteks pembelajaran daring dapat mendukung kelangsungan dan keberhasilan
implementasi pembelajaran daring di lingkungan perguruan tinggi.

2. Penutupan akses jalan di sekitar sekolah, seperti yang terjadi dalam beberapa penelitian,
dapat menghasilkan respons yang beragam dari masyarakat. Namun, pentingnya
komunikasi, musyawarah, dan pemahaman yang baik antara pihak sekolah atau kampus
dengan masyarakat menjadi faktor penting dalam mengelola konflik dan perbedaan
pandangan terkait kebijakan tersebut.

3. Kejelasan dan manfaat praktis dari kebijakan dapat memengaruhi respons positif
masyarakat. Kebijakan yang disertai dengan informasi yang jelas dan manfaat konkret
bagi masyarakat cenderung lebih berhasil dalam mendapatkan dukungan dan kepatuhan.
Oleh karena itu, komunikasi yang efektif kepada mahasiswa tentang tujuan dan manfaat
praktis dari perubahan kebijakan kampus dapat meningkatkan respon positif mereka.

4. Menekankan kompleksitas respons masyarakat terhadap kebijakan publik dan pentingnya
memahami faktor-faktor yang memengaruhi respons tersebut. Ketidakpatuhan hukum,
pandangan masyarakat yang beragam, dominasi kepentingan tertentu, ketidakpastian
hukum, dan tantangan mengubah kebiasaan masyarakat adalah beberapa faktor yang

mempengaruhi respons masyarakat terhadap kebijakan.

Dengan demikian, penelitian selanjutnya yang berfokus pada respons mahasiswa terhadap
perubahan kebijakan di lingkungan kampus mengambil pelajaran dari studi literatur tersebut.
Dengan memahami bahwa respon mahasiswa bukan hanya reaksi subjektif, tetapi juga dapat
memengaruhi proses pengambilan keputusan atau perubahan kebijakan jika diorganisir dengan
baik. Komunikasi yang jelas, pemahaman manfaat praktis, dan musyawarah antara pihak kampus
dan mahasiswa dapat menjadi strategi penting dalam memastikan respons yang lebih positif

terhadap perubahan kebijakan di kampus.
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